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PUTUSAN
Nomor: 253/Pdt.G/2013/PA.Sim.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai
Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan

PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN
Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

TNI AD, tempat kediaman di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi keluarga

Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
04 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama
Simalungun dengan register Nomor : 253/Pdt.G/2013/PA.Sim. tanggal 04
Juni 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2007, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
055/11/1V/2007, tanggal 03 April 2007;
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2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di asrama Kodam di Medan selama 2 tahun,
kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke asrama selama 3
tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun
belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hal
tersebut diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat dan Tergugat,
bahkan Tergugat mengakui hal tersebut saat Penggugat menanyakan
kepada Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan sama seperti poin 4 di atas,
akibatnya pada bulan Mei 2012, Penggugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua
Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat telah membuat dan
menandatangani surat pernyataan cerai:

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada
komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga,
namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak
Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara inperson,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor :
253/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 03 Juli, 22 Juli, 28 Agustus, 30 Oktober, 13
November dan 28 November 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam
mengajukan perkara ini telah berusaha mengajukan permohonan izin untuk
melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang namun permohonan
Penggugat diabaikan sehingga Penggugat tidak berhasil memperoleh izin
dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dan Penggugat
menyatakan bersedia menanggung resiko atas gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih
dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di
persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
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Penggugat tertanggal 04 Juni 2013 dalam sidang tertutup untuk umum dan
ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan
keterangan sebagai termuat dalam berita acara persidangan:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya,
meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/11/IV/2007,
tanggal 03 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan JAwa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, yang telah di-
nazageling oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat
juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-
masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi | , umur 37 tahun, agama lIslam,
pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota
Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah,
saksi hanya tahu sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di
asrama dan bersebelahan dengan rumah saksi;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

e Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan damai namun seikitar 5 bulan bertetangga antara

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
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e Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar dan kurang lebih 10 kali mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

e Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat cemburu pada Penggugat, Tergugat
pecandu narkotika dan Tergugat selingkuh denngan perempuan lain
bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhan
Tergugat;

e Bahwa Tergugat juga memperkosa pembantu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa setahu Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

e Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

e Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena
merasa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

e Bahwa setahu saksi Tergugat telah di pecat sebagai TNI AD sejak 1
bulan yang lalu;

e Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama
Saksi Il , umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat
ipar saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 6 tahun yang
lalu;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat lalu pindah ke Naga Huta kemudian ke Medan
dan terakhir tinggal di Asrama Rindam Pematangsiantar;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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e Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis namun 3 tahun setelah menikah antara
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

¢ Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berjudi dan arena tidak
mempunyai keturunan;

e Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak 2 kali;

e Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena kelakuan Tergugat yang kasar,
selingkuh, pecandu narkoba dan terlibat curanmor;

e Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba jenis
shabu shabu di rumah orang tua saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1
tahun yang lalu;

e Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena
tidak tahan dengan kelakuan buruk Tergugat;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh
pihak keluarga namun tidak berhasil;

e Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun
lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan
tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil’/kuasanya untuk menghadap di
persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil dalam mengajukan
perkara ini telah berupaya mendapat izin untuk melakukan perceraian dari
Pejabat sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990
namun upaya Penggugat tidak ditanggapi oleh Pejabat yang berwenang dan
izin tersebut tidak berhasil di dapat dan Penggugat membuat pernyatan siap
menerima segala resiko tertanggal 23 Oktober 2013 diatas kertas bermaterai
dan ditanda tangani;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya
mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara,
sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di pesidangan,
dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna
memenuhi pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut
tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo.
Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun
2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Mei tahun 2012 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan

hal tersebut diakui oleh Tergugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan
Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan probatio
causa (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih
dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu

membuktikan dalil-dalil permohonan perceraiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti
tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai

oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang
telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi
persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2
Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan
Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan
Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan
dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi
yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai
oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang
saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-
masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut

telah memenuhi batas minimal kesaksian;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas
dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah
beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama
lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud
Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para
saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan
yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya,
maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang

berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
sebagai suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;

e Perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sampai sekarang karena pada akhir bulan Mei 2012 Penggugat
meningalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap
Tergugat;

e Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah
dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan

alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
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pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah
tangga’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas,
maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan
Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa
keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana
penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan
menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang
tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi
pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

aills iolill aide 5llas lgzgj le azgill st eac auil ]
Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka
Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken
marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-
sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih
besar, bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

dlaoll cd> o ol auwlialls o

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang,bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan
saksi dan saksi keluarga, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak
sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan
demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim
perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk
mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini
diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009,
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara sebesar Rp. 676.000,- ( enam ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013
Masehi bersamaan dengan tanggal 01 Safar 1435 Hijriah oleh kami Hj.
DEVI OKTARI, S.HI sebagai Hakim Ketua, RISMAN HASAN, S.HI dan T.
SWANDI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada
hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIFUL BAHRI
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LUBIS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Hakim-hakim Anggota

dto
RISMAN HASAN, S.HI

dto
T. SWANDI, S.HI

Panitera Pengganti,
dto
SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 585.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Bi Materai :Rp. . -

Jumlah Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, S.H
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